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|. PENDAHULUAN — LATAR BELAKANG

URGENSI DATA STATISTIK BERKUALITAS

IS N N v
Penghimpunan Metadata Pengajuan Rekomendasi e Pencta
- . . . . " eteri n ne n
Kegiatan Statistik Kegiatan Statistik dalam Penyusunan T .
oA P SDS . i KepkaBPS
3457 | No.850
2161 10050 879 ! Tahun2023
*hingga 22 April 2024 7501 *hingga 22 April 2024 2595 :
] 1.637
- i Standar Data
813 :
2.338
299 104 Konsep
2021 2022 2023 2020 2021 202 2023 2022 203
S U J J

Jumlah Data Prioritas di Instansi Pemerintah 2022-2024*

Data Prioritas 2022

693

56%
—
Keuangan Spasial Statistik
Jenis Data

Data Prioritas 2023

1689

82%
199
32
I
Keuangan Spasial Statistik
Jenis Data

*Sumber: Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) — Kementerian PPN/Bappenas

Data Prioritas 2024*

1879 JIEEE

56 151
|
Keuangan Spasial Statistik
Jenis Data
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Banyak data
statistik tersebar di
instansi pemerintah
untuk kebijakan
strategis, sehingga
perlu dikelola dengan

. baik guna
- mewujudkan Satu
- Data Indonesia
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Statistik Sektoral

Instansi Pemerintah

(. Statistik Dasar
Badan Pusat Statistik

untuk memenuhi kebutuhan
instansi tertentu dalam
rangka penyelenggaraan

untuk keperluan yang bersifat
luas, baik bagi pemerintah
maupun masyarakat, lintas
sektoral, berskala nasional, tugas-tugas pemerintahan
makro dan pembangunan
\. / \ J
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(. Statistik Khusus
Masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan
spesifik dunia usaha,
pendidikan, sosial budaya,
dan kepentingan lain dalam
kehidupan masyarakat

|. PENDAHULUAN — LATAR BELAKANG

PERAN BPS DAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM
PENYEDIAAN DATA STATISTIK

UU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik

g

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik,

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik,
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dst...

Pembinaan Statistik Sektoral di tingkat pusat maupun daerah oleh
Badan Pusat Statistik sebagai strategi untuk mewujudkan Data

Statistik Berkualitas

Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien
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UU Nomor 59 Tahun 2024
Tentang RPJPN 2025-2045

(yang melibatkan peran Badan Pusat Statistik)

PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN VISI DAN 45
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

Terdapat pada Penjelasan pasal 5 ayat 1

PENYELENGGARAAN STATISTIK BERKELAS DUNIA

Terdapat pada Lampiran subbab 4.2 Transformasi
Ekonomi, bab IV. Transformasi Indonesia Menuju
Indonesia Emas

PEMBENTUKAN BASIS DATA TUNGGAL SEBAGAI
REFERENSI UTAMA STATISTIK REGULASI
Terdapat pada Lampiran subbab 4.3 Transformasi Tata

Kelola, bab 1V. Transformasi Indonesia Menuju Indonesia
Emas

PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK TERPADU &
TATA KELOLA DATA, TERMASUK DATA STATISTIK
Terdapat pada Lampiran subbab 6.1 Kaidah

Pelaksanaan, bab VI. Mengawal Indonesia Emas:
Kesinambungan Pembangunan




melakukan
peningkatan kualitas
penyelenggaraan statistik sektoral

Peningkatan
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

|. PENDAHULUAN — LATAR BELAKANG

STRATEGI BPS DALAM PENINGKATAN KUALITAS DATA ‘gée‘:
STATISTIK SEKTORAL

mengukur tingkat kematangan
penyelenggaraan statistik sektoral
di instansi pemerintah

Evaluasi
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

Pembinaan Statistik
Sektoral

memberikan pembinaan statistik
sektoral berdasarkan hasil EPSS

\

PEMBINAAN
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Data dapat berdampak optimal
dalam Siklus Pembangunan
(Evidence-based Policy)

» PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Sebagai dasar informasi dalam penyusunan
rencana kebijakan pembangunan

» PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Sebagai panduan dalam pelaksanaan
pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan

> EVALUASI PEMBANGUNAN

Sebagai acuan dalam pengukuran efektivitas
dan dampak dari pencapaian pembangunan

> PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Sebagai panduan dalam penentuan batasan-
batasan untuk menjamin ketercapaian
pembangunan



|. PENDAHULUAN — PENGERTIAN DAN TUJUAN

EPSS MENDUKUNG DATA STATISTIK BERKUALITAS Dl
INSTANSI PEMERINTAH

PERATURAN BPS NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG EPSS
[ °

EPSS adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui
verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk
mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.
(5 Domain, 19 Aspek, 38 Indikator)

( Penilaian Mandiri )

Verifikasi =% validasi

Penilaian
Interviu

Penilaian

Dokumen

Penilaian
Visitasi*

\ *opsional )

KEDALAMAN EPSS dilaksanakan untuk menilai capaian proses,
EVALUAS| output, dan outcome terhadap penyelenggaraan statistik
sektoral di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
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TUJUAN

" mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral
" meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral

" meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik

OUTPUT Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

UTAMA setiap Instansi Pusat & Pemerintah Daerah (prov/kab/kot)

OUTCOMES

Hasil EPSS dibagipakaikan, utamanya kepada:

Instansi pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik
dengan baik dan sesuai dengan standar internasional

Meningkatnya kualitas data statistik sektoral untuk pencapaian
kebijakan di instansi pemerintah maupun pada Prioritas Nasional
secara berkelanjutan

Tercapainya tujuan Reformasi Birokrasi, Satu Data Indonesia,
dan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien

Kemendagri: KemenPAN-RB: A KemenPPN/Bappenas:
sebagai bahan <&~ sebagaiindikato. & = sebagaibahan evaluasi
penyusunan IKUOPD ®®™®  nilai RB General “#i progres SDI



|. PENDAHULUAN — PENGERTIAN DAN TUJUAN

EPSS DARI TAHUN KE TAHUN

o - Implementasi
| msisiawal | dle | perancangan IS Y

Waktu Penilaian Nov — Des Mei = Juni

Mandiri
-l
Partisipasi 60,26% 93,91%
Penilaian Mandiri ]
urgensi 48 Tidak submif 38 Tidak submif
pengukuran terbentuk 376 Submit 586 Submit
capaian Tim Kerja,
K pembinaan Pandemi | Rancangan
aktu statistik Covid-19 Awal,
SLLUSEI sektoral dari VI CHl APr — Jun 23 Desember
as! Kementerian Sistem (by request)
PANRB
Rata-rata . C 8
IPS Nasional Tidak dirilis 117
(Kurang)

/

_ Atensi instansi pemerintah terhadap penyelenggaraan statistik
-~ semakin meningkat dalam kurun 2 tahun terakhir
A

Nfe
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Implementasi
EPSS kedua ka

April — Mei
1
99,04%
8 Tidak submit We are
617 Submit cooking for
continuous
improvement
Sept — Okt
2,35
(Cukup)




Metode Penilaian

® Model Penilaian
® Struktur Penilaian




CAPABILITY MATURITY MODEL (CMM)

EPSS mengadopsi konsep Capability Maturity Model (CMM)

dalam melihat kemampuan organisasi pada proses tertentu,

yaitu pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola,
dan manajemen penyelenggaraan statistik sektoral.

Struktur Penilaian Tingkat Kematangan

¢ Ada 5 Domain dalam EPSS
¢ Setiap Domain terdiri dari beberapa Aspek

Domain

J

¢ Ada total 19 Aspek dalam EPSS yang
tersebar di 5 Domain

o Setiap Aspek terdiri dari satu atau lebih
Indikator )

Aspek

* Ada total 38 Indikator dalam EPSS, tersebar
di 19 Aspek dan 5 Domain

o Setiap Indikator memiliki nilai sesuai
Kriteria Tingkat Kematangan yang spesifik

Indikator

Tingkat kematangan
kapabilitas proses dalam
EPSS diukur dengan 5
(lima) tingkatan

Tingkat Kematangan

Level 1 Rintisan
Level 2 Terkelola
Level 3 Terdefinisi

Level 4 Terpadu dan Terukur

Level 5 Optimum

II. METODE — MODEL PENILAIAN
\if
}éﬁ
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Lokus organisasi yang diukur tingkat kematangannya

Instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral
= Instansi Pusat: kementerian & lembaga
« Pemerintahan Daerah: Pemda Prov, Kab, Kota

Objek Penilaian Indikator dalam suatu Organisasi

» Kegiatan Statistik Sektoral di organisasi tersebut

* Penyelenggara Kegiatan Statistik Sektoral : organisasi yang melakukan

kegiatan statistik sektoral

Hasil Pengukuran Tingkat Kematangan

Predikat Nilai IPS Setiap domain, aspek, dan indikator dilakukan

4,2-5,0

penghitungan sesuai nilai tingkat kematangan
berdasarkan bobot yang berbeda-beda untuk

i . menghasilkan Indeks Pembangunan
3,5-<4.2 Statistik (IPS) pada rentang 1,00 sampai 5,00

1,8-<2,6 Cukup




Il. METODE — MODEL PENILAIAN

KRITERIA UMUM DAN BUKTI DUKUNG DALAM PEMENUHAN }\é’!g,

MBINAAN

TINGKAT KEMATANGAN TIAP INDIKATOR PENILAIAN

KRITERIA UMUM PEMENUHAN TINGKAT KEMATANGAN

2 — Terkelola 3 — Terdefinisi 4 — Terpadu dan Terukur 5 — Optimum

Proses penyelenggaraan Proses penyelenggaraan Proses penyelenggaraan statistik Proses penyelenggaraan statistik ~ Proses penyelenggaraan statistik
statistik sektoral belum statistik sektoral telah sektoral telah dilakukan oleh sektoral telah dilakukan secara sektoral telah dilakukan
dilakukan oleh seluruh unit dilakukan oleh seluruh unit seluruh unit kerja, namun masih  terpadu dan telah berkontribusi peningkatan kualitas secara
kerja. kerja, namun masih menggunakan standar yang pada kinerja organisasi. Kinerja berkesinambungan berdasarkan

menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerjaitu  penyelenggaraan statistik sektoral ~ hasil reviu dan evaluasi.

hanya berlaku di unit kerja sendiri. dapat diukur melalui kegiatan

itu sendiri. reviu dan evaluasi pada setiap

proses

BUKTI DUKUNG PEMENUHAN TINGKAT KEMATANGAN

» Tidak ada bukti dukung, » Dokumen administasi » Dokumen kebijakan yang » Dokumen hasil reviu dan » Dokumen perbaikan proses yang
atau yang sesuai dengan kriteria mengatur internal instansi evaluasi sesuai kriteria tingkat dapat menunjukkan before-after
tingkat kematangan pada pemerintah sesuai kriteria kematangan pada suatu dari hasil reviu/evaluasi sesuai

» Bukti dukung tidak relevan

suatu indikator tingkat kematangan pada suatu indikator kriteria tingkat kematangan pada
indi suatu indikator
» Dokumen pendukung indikator » Dokumen kebijakan dan o
lainnya » Dokumen administasi pada dokumen administasi pada » Dokumen hasil reviu dan
Tingkat Kematangan Terkelola Tingkat Kematangan Terdefinisi evaluasi, dokumen kebijakan,

dan dokumen administasi pada
Tingkat Kematangan Terpadu dan
Terukur

» Dokumen pendukung lainnya » Dokumen pendukung lainnya

» Dokumen pendukung lainnya

* Organisasi: Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Unit Kerja: Unit Kerja/Perangkat Daerah
Secara rinci, kriteria dan bukti dukung pemenuhan dapat berbeda-beda terutama pada indikator yang objek-penilaian-nya bukan kegiatan kegiatan statistik



|l. METODE — STRUKTUR PENILAIAN

KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN

25% 25% 25% 25%
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1.Peraturan BPS No 4/2020 ttg Petunjuk Teknis Standar Data Statistik

Standar Data Statistik] Metadata Statistik [ Interoperabilitas Data ARSI © Peraturan BPS No 5/2020 ttg Petunjuk Teknis Metadata Statistik

dan/atau Data Induk

1 Indikator 1 Indikator 1 Indikator 1 Indikator 3.PerMenkominfo No 1/2023 ttg Interoperabilitas Data dim SPBE & SDI

Prinsip SDI
4 Aspek,

4 Indikator

4.Hasil kesepakatan Forum SDI tingkat Pusat

21%

Aktualitas & Aksesibilitas Keterbandingan & .
Ketepatan Waktu Konsistensi UN Quality Assurance Frameworks (UNQAF)

2 Indikator 3 Indikator 2 Indikator Manual of Official Statistics

REIEVERS Akurasi
2 Indikator 1 Indikator

Kualitas Data
5 Aspek,

1009 |-

INDEKS
PEMBANGUNAN Proses Bisnis Statistik|
STATISTIK 4 Aspek,
5 Domain, 19 7 Indikator
Aspek, 38 Indikator

ECHEYEEIDECH WEERGTBIELEsE el MEEUCIICEEUNRECEN ENTREYNEEENIREIEY  Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) -
3 Indikator 1 Indikator 2 Indikator 1 Indikator UNECE/Eurostat/OECD

Profesionalitas SRIVEEUTNVEEGETY EERRRIGELIEEEUNN 1.UN Quality Assurance Frameworks (UNQAF) Manual of Official Statistics
A el dan Kapabel Statistik 2.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
Kelembagaan 2 Indlletior & el eter 3.Perpres No 39/2019 ttg Satu Data Indonesia (SDI)

3 Aspek, 10 Indikator

1.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 ttg Penyelenggaraan Statistik

Pemanfaatan Data JPengelolaan Kegiatan] Penguatan SSN S . K o i
Statistik Statistik Berkelanjutan 2.Aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik)

3 Indikator 1 Indikator 3 Indikator 3.Kepka BPS No 5/2000 ttg Sistem Statistik Nasional (SSN)

Statistik Nasional
3 Aspek, 7 Indikator




|l. METODE — STRUKTUR PENILAIAN

RINCIAN KOMPONEN PENILAIAN

ASPEK & INDIKATOR !
JRAL

Prinsip Satu _ _ _ _

Data Indonesia

Standar Data Statistik Metadata Statistik Interoperabilitas Data Kode Referensi
Kualitas Data
Relevansi Identifikasi Akurasi Aktualitas Ketepatan Ketersediaan Akses Media FormatData Keterbandingan Konsistensi
Data Kebutuhan Data Data Diseminasi Data Penyebarluasan Data Statistik
Proses Bisnis
Statistik Pendefinisian Desain Penyiapan Proses o y S
Kebutuhan Statistik Instrumen Pengumpulan/Akuisisi fehdolghan alasts Ll
Kelembagaan * ; * * * * * * * i * *
. Netralitas . . . SDM Kolaborasi Kolaborasi
Transparansi Kualitas Konfidensia SDM 5 > s v Tugas
Informasi can Data litas Data Statistik Ianaieren dlatan Eortng SbI Rembina Walidata
Objektivitas Data Statistik Statistik

* * * * * *

Statistik

Nasional Penggunaan Penggunaan Sosialisasi Perencanaan
Statistik Statistik dan Literasi Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik Pembangunan Penyect)):tr;uasan PeBmagfaa:mn
Dasar Sektoral Data Statistik gizata

* Objek Penilaiannya adalah Instansi Pemerintah itu sendiri secara kelembagaan atau ] )
Penyelenggara Statistik Sektoral (bukan Kegiatan Staistik Sektoral) Keterangan: [l 'ndikator
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03

Tahapan Penilaian

® Persiapan - ldentifikasi Kegiatan Statistik
® Pelaksanaan
® Pelaporan




Bulan O

Ill. TAHAPAN PENILAIAN

ALUR PENILAIAN EPSS 2024

Bulan 1, 2

Instansi Pemerlntah

Bulan 3

Bulan 4

Bulan 5
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Bulan 6

Penilaian Interviu Harmonisasi &
Persiapan Penilaian Mandiri Penilaian Dokumen Pelaporan
dan/atau Visitasi Finalisasi

BPS & Instansi Pemermtah

» Internal BPS:
Internalisasi;
pembentukan Tim
EPSS; penguatan Tim
EPSS (Tim
Pelaksana, TPB, TPK)

P Instansi Pemerintah:
Sosialisasi,
pembentukan TPI,
identifikasi kegiatan
statistik dengan Tim
Pembinaan Statistik
Sektoral

A\

Tim Penilai Internal (TPI) Tim Penilai Badan (TPB) dan Tim Penjaminan Kualias (TPK)

» 7P| menentukan 2
(dua) kegiatan
statistik yang menjadi
objek penilaian
berdasarkan hasil
pembinaan dengan
BPS

» 7P| menilai masing-
masing indikator
sesuai kriteria tingkat
kematangan,
memberikan
penjelasan, dan
menyampaikan bukti
dukung

» TPB melakukan
verifikasi nilai masing-
masing indikator sesuai
kriteria tingkat
kematangan pada hasil
penilaian mandiri
berdasarkan bukti
dukung yang
disampaikan oleh TP!
dan memberikan
penjelasan bila ada
perbedaan nilai

» TPK melakukan
pengecekan kualitas
penilaian TPB

Tim Penilai Internal (TPI) dibentuk oleh

Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota

7//// untuk melakukan penilaian mandiri

» TPB melakukan tanya
jawab dan/atau
pengamatan langsung
ke TPI untuk
meyakinkan validitas dan
kesesuaian antara nilai
masing-masing indikator
hasil penilaian mandiri
dengan kriteria tingkat
kematangan dan bukti
dukung yang
disampaikan oleh TP,
serta memberikan
penjelasan bila ada
perbedaan nilai

» TPK melakukan
pengecekan kualitas
penilaian TPB

TPB bersama TPK
melakukan penyamaan
persepsi dan
menyesuaikan kembali
hasil penialian secara
berjenjang:

» Pleno Pusat
» Pleno Provinsi
» Pleno Nasional

Finalisasi Penetapan
oleh Pimpinan

» Penyusunan Laporan
Hasil EPSS oleh TPB

» Penyusunan Kepka
Hasil EPSS

» Pengesahan Hasil
oleh Kepala BPS

» Penyampaian Hasil




Ill. TAHAPAN PENILAIAN
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April Mei Juni Juli Agustus  September  Oktober

TAHAPAN

M1 M2 M3 M4/M1 M2 M3 M4/M1 M2 M3 M4|M1 M2 M3 M4|M1 M2 M3 M4|M1 M2 M3 M4
1 Persiapan
2 Pelaksanaan EPSS 2024
- Penilaian Dokumen
{------------ -------l-----l------.
I - Penilaian Interviu :
1 - Penilaian Visitasi |
‘4--£Elwaﬁ---------------------l--- -----I-----’
- Harmonisasi & Finalisasi .'
3 Pelaporan
- Penyusunan, dan melibatkan instansi
Pengesahan Hasil pemerintah
- Penyampaian Hasil | .III

////4



IIl. TAHAPAN PENILAIAN — PERSIAPAN

PEMBENTUKAN TIM EPSS ﬁé&

PEMBINAAN
STATIST ESEK QRAL
STRUKTUR TIM EPSS DI STRUKTUR TIM EPSS DI INTERNAL BPS TAHUN 2024
EKSTERNAL BPS TAHUN 2024 TIM PENGARAH EPSS
Pengarah
INSTANSI PUSAT [ Kepala BPS ]
[ Koordinator ] ¥ I
JPT Madya Bidang Kesekretariatan
[ Penanggung Jawab ]_ - { Penasihat ]
Tim Penilai Internal i Sekretaris Utama Deputi Bidang Metodologi & Informasi Statistik
1.Ketua !
2.Anggota 1 ' +
3.Anggta 2 1
! 4 TIM PELAKSANA EPSS BPS )
| [ Ketua ]
: Kepala Biro Perencanaan
1
1

PEMPROV Sekretariat Tim Pelaksana
i [ Koord: Fungsional Ahli Direktorat -
[ Koordinator ]

JPT Madya Bidang Kesekretariatan [ I

1
i
1
* O I __ Bidang Penjaminan Bidang Teknologi Bidang Sosialisasi, Hukum, dan Bidang Pendidikan dan Bidang Teknis :
Tim Penilai Internal Kualitas Informasi Hubungan Kelembagaan Pelatihan Koord: Dir. Stat. 1
1.Ketua Koord: Dir. APS Koord: Dir. SIS Koord: Ka. Biro Humas & Hukum Koord: Ka. Pusdiklat Harga :
%.Anggota 1 \  — I / 1
.Anggta 2 ! 1
4.... dst + ! + :
TIM PENJAMINAN KUALITAS TIM PENILAI BADAN !
tingkat pusat untuk Instansi Pusat !
PEMKAB/KOTA o + TIM PELAKSANA %_
Koordinator BPS PROVINSI
JPT Pratama Bidang Kesekretariatan T
—— I , v v v
Tim Pemiai Internal o { TIM PELAKSANA BPS TIM PENJAMINAN TIM PENILAI BADAN
2.Anggota 1 KAB/KOTA KUALITAS tingkat daerah untuk Pemda Prov
3.Anggta 2 v
TIM PENILAI BADAN
untuk Pemda Kab/Kota

////4



IDENTIFIKASI KEGIATAN STATISTIKI!]

II- Konteks umum kegiatan statistik yang dievaluasi pada EPSS 2024

+ Kegiatan statistik yang mendukung penyediaan Data Prioritas
+ Kegiatan statistik yang mendukung tusi utama K/L/Pemda
» Kegiatan statistik yang mendukung penyelesaian isu nasional
- indikator pembangunan, kemiskinan, investasi, stunting, pengendalian inflasi, dll)

m Konteks khusus kegiatan statistik yang dievaluasi pada EPSS 2024:

1 2 3 4 5
Kegiatan Statistik Instansi pemerintah Kegiatan Statistik Sektoral Kegiatan Statistik Sektoral
Sektoral yang termasuk menentukan maksimal 2 yang dinilaikan adalah yang
dalam EPSS 2024 adalah (dua) kegiatan statistik* kegiatan statistik yang 1. masih dalam rencana &
kegiatan statistik sektoral sektoral untuk dinilaikan menghasilkan data yang belum dilaksanakan,
yang telah selesai pada EPSS sebagai bersifat kontinu dan atau
dilaksanakan maksimal representasi ‘seluruh digunakan untuk 2. baru mulai berjalan
dua tahun sebelum produsen data’. perencanaan, pada saat penilaian
penilaian mandiri (N-2). pelaksanaan, evaluasi, maka tidak dapat dinilaikan

dan pengendalian dalam EPSS
pembangunan nasional

Kegiatan Statistik Sektoral
yang dilakukan oleh pihak
ketiga, namun K/L/Pemda
memegang data, dapat
menyajikan dan
menganalisis serta
mengatur keterkaitan
antar unsur dalam
penyelenggaraan statistik,
maka dapat dicatat sebagai
kegiatan statistik sektoral
di K/L/Pemda tersebut.

N
| Proses penentuan kegiatan statistik dibantu oleh BPS melalui Tim Pembinaan Statistik Sektoral (TPSS) dimana
[ ]

TPSS menginput hasil screening kegiatan statistik pada web
/,
/14

untuk digunakan oleh Tim EPSS sebagai referensi
TPl menginput kegiatan statistik yang dipilih pada Portal Penilaian EPSS — Simbatik sebagai objek penilaian

Nife

PEMBINAAN
STATISTIKSEKTORAL

Kegiatan Statistik Sektoral
yang dilakukan oleh
Instansi Pusat, namun
sebagian proses dilakukan
di daerah (misalnya
pengumpulan data), maka
termasuk kegiatan statistik
sektoral di Instansi Pusat.
Namun jika Daerah juga
memiliki data dari kegiatan
tersebut, melakukan
pengolahan, penyajian dan
analisis, maka dapat dicatat
juga sebagai kegiatan
statistik sektoral di daerah.



https://webapps.bps.go.id/rujukan/pembinaan/
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IDENTIFIKASI KEGIATAN STATISTIK! e

PEMBINAAN
STATISTIKSEKTORAL

=~ Batasan 2 (dua) kegiatan statistik yang dievaluasi pada EPSS 2024 mencakup:
® Jika nilai IPS <2,6 maka dapat menggunakan kegiatan statistik yang “judulnya sama namun tahunnya berbeda”.
® Jika nilai IPS >=2,6, maka:
1. Kegiatan statistik yang dievaluasi merupakan kegiatan statistik “baru” (berbeda dengan yang diusulkan di EPSS 2023)
2. Kegiatan statistik yang dievaluasi minimal 1 kegiatan statistik “baru” dan 1 kegiatan yang “judulnya sama, namun
tahun berbeda”
3. Jika poin (1) dan (2) tidak memungkinkan, maka diperbolehkan menggunakan kegiatan statistik yang “judulnya sama
namun tahun berbeda”
Y Perlu ditinjau lagi kegiatan statistik yang dievaluasi EPSS 2024 apakah relevan dengan konteks kegiatan statistik,
< termasuk meninjau kegiatan statistik yang diperbolehkan judulnya sama dengan tahun lalu

i 1. Kesesuaian dengan konsep kegiatan statistik
= ag 3..I m an_a d en_ g el - “kegiatan penyusunan buku” bukan termasuk kegiatan statistik
Identifikasi Keg latan 2. Jika nilai IPS sudah predikat “Baik” (=2,6), diarahkan untuk ganti dengan
Statistik pada EPSS kegiatan statistik baru (minimal ganti tahun, boleh judul yang sama)
; ; ~ 3. Jika kegiatan statistik sudah 2 kali berturut-turut dijadikan lokus EPSS, diarahkan untuk
Periode SelanJ Utnya : ganti dengan kegiatan statistik baru (harus ganti judul)

4. Diarahkan untuk memilih kegiatan statistik yang menghasilkan data prioritas SDI,
indikator pembangunan dalam RPJMN-RKP-RKPD, indikator kinerja, dan/atau yang
sesuai tusi utama visi-misi K/L/Pemda
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PROSES PENILAIAN PADA PORTAL EPSS - SIMBATIK }‘é&

- *Admin CUIEE
Penilaian *TPK
Mandiri -Operat(_)r *Penyesuaian
*Supervisor TPB
(] PENILAIAN MANDIRI
o

i Ringkasan

ndiicator 1001
Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)

L el | intizan

Penerapan SDS belum dlakukan oleh seluruh Progusen Data

Lewel 2. Terkatola

Men entu kan ‘ Lewel 3. Terdefinisi
TI n g kat Lol 4, Torpadu dan Terulour
Kem atan g an Penerapan S0S telah ditabukan reviu dan evaiuasi Secars berala

S Lol 5. Optimum

Penarapan S0S tolah ditabukan parmutakhiran oleh Produsen Data borsama wakdata datam rangha peningiatan kuaktas

Penjetasan

Nowmal 3 B I U % _ T

MeNQiSi
Penjelasan

Bukti Dukung

Menyampaikan — ..
Bukti Dukung

Penilaian

Interviu

Penerapan SDS telah dilabukan berdasarkan kaidsh yang ditetapkan dan berlaku untuk 5

Penerapan SDS telah ditabukan oloh sotiap Produsen Data sosuai standarnya masing-masing

eluruh Produsen Data

*TPB
TPK

PEMBINAAN
STATISTIKSEKTORAL

TPB

Penilaian *TPK *Pleno Provinsi
*Pleno Pusat

*Pleno Nasonal

Harmoni-
*Penyesuaian sasl
TPB

Visitasi
*Penyesuaian (opsioanl)

l Mengisi Penjelasan:

I, Menjelasakan proses di instansi pemerintah sesuai
I tingkat kematangan yang dipilih

I 2. Menjelaskan bagaimana bukti dukung yang disampaikan
I  dapat menunjukkan implementasi dari proses di instansi

|

|

|

|

|

| pemerintah |

| |

| Contoh Penjelasan Indikator 10201 — Metadata Statistik: |

| Penerapan Metadata Statistik di Pemerintah Kabupaten Abc sudah |
mencapai tingkat kematangan 3 (tiga). Dalam menyelenggarakan kegiatan

| statistik, seluruh produsen data terkait sudah menerapkan metadata statistik 1

| yang terdiri dari metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata |
indikator sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Abc Nomor 20 Tahun |

l 2021 tentang Satu Data Indonesia pada Pasal X (halaman 7) yang

| memuat klausul terkait metadata statistik. Penerapan metadata statistik |
tersebut juga telah merujuk format baku yang ditetapkan

l pada Peraturan BPS Nomor 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis

| Metadata Statistik. Metadata yang dibuat oleh produsen data selanjutnya

| diperiksa oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik Kabupaten Abc
selaku walidata.

TPI diharapkan menyusun strategi dalam penyampaian penjelasan dan bukti

dukung yang terstruktur dan jelas untuk memudahkan proses penilaian TPB-TPK



BUKTI DUKUNG YANG DIUNGGAH TPI
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CONTOH STRATEGI PENYAMPAIAN BUKTI DUKUNG

Nife

PEMBINAAN
STATISTIKSEKTORAL

Bukti Dukung
Unggah bukti dukung dalam format .pdf dan berukuran maksimal 3 MB

Q, | Masukkan kata kunci untuk pencarian bukti dukung...

No. Nama Berkas

( 1. Penjelasan Indikator 10101.pdf

2. Level 2 Buku Pedoman Statistik Pertanian Hartikultura 2022 pdf

2. Level 2 Buku Petunjuk Teknis Statistik Pertanian PKH 2019.pdf

4. Level 3 Peraturan BPS No 10 Tahun 2023.pdf

5. Level 2 Keputusan Kepala BPS No 850 Tahun 2023 pdf

6. Level 3 Permentan No 40 Tahun 2021.pdf

Kode Indikator @ 10104

Bukti Dukung Indikstor 10104

Keterangan

Penilaian Mandiri -
Operator

Penilaian Mandiri -
Operator

Penilaian Mandiri -
Operator

Penilaian Mandiri -
Operator

Penilaian Mandiri -
Operator

Penilaian Mandiri -
Operator

Domain 1 :  Prinsip Satu Data Indonesia
Aspek 1 : Standar Data Statistik
. Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data
Indikator 1 * Statistik {SDS)
Usulan Tingkat
Kematangan : Level &
Level2: |Penerapan SDS talah dilakukan oleh sotiap Produsen Data

sesuai standamya masing-masing

Penerapan $andar Data Stalistk (305 oleh Kementerian Pedanan lelah dilskukan olsh
Produsen Data khususmya deh Diffen Horlikultura dan Difen Pelemakan dan Kesshatan Hewan
sesuai dengan pedoman Persturan BPS Nomar 10 Tahun 2123 tertang Standar Dala Stafstk.
Hasil penerapan 203 dikoordinaskan bersama secara berkala dengan Difen Horfikultura dan
Petemakan dan Kesehatan Hewan ke Pusdalin selah Walidata,

Bukf dubung Level 2 (L2) untul indikvior Tingkal Kematangan Penerapan SDS. yailu
1. Konsep dan definisi di pedoran/pelunjuk beknis Pengumputan Data Horflulura Tahun 2002
2. Konsep dan definisi di Pedomanpetunjuk ieknis F:lglmuﬁnD!aP‘!t:rmhnTi

Bukti Dukung Level 2: 1. Konsep dan definisi i pedomanipetuniuk teknis Pengumpulan Data
Hortikultura Tahun 2022

Bukti Dukung Level 2: 2. Konsep dan definisi i Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Peternakan [+~
Tahun 2019

Terdapat 1 file yang meringkas bagian/halaman pada setiap file-file
bukti dukung dan menjelaskan bagaimana file-file tersebut dapat
menunjukkan pemenuhan tingkat kematangan yang dipilih

////4

Penerapan SOS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang

Level3: | itetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data

Penerapan Stendar Deta Sietistk (SDS) oleh Kemeniedan Pertanian telah dilakukan oleh
Produsen Data khususnya Dijen Horkultura dan Ditien Petemakan dan Kesehatan Hewsn
berdasarkan Peraturan BPS Nomor 10 Tahun 2023 tenteng Standar Data Stafissk Selanjutnya
berdasarkan Permantzn 40 Tahun 2021 tentang Panyelenggarasn Satu Data Indonesia oleh
‘Walidata dan Produsan Data Lingkup Kementerian Pertanizn dan Petunjuk Pelaksanaan Satu
Data Indanesia Lingkup Kemenerian Pertznian dislaskan juga bahwa Datz yang diasiken
ke Produsen Data hanus memenuhi Stendar Data.

Lalu dengan e fetbitnya Kepulusan Kepsla BPS Nomar 850 Tahun 2023 tantang Standar
Data Stafistic Nasional, telah ditetapkan Standar Data Statistic Nasional sebagai acuan 505
Kamenlarian Partanian. Jika da SDSN dalam Perka tarssbut yang pedu dimutskhirkan maka
Produsen Data dapal melakuian pengusulan pemutaktiran. Jika DS yang digunakan balum
termuat i Perka tersebut, maka Produsen Dala Gapa! mengajukan usulan SIS banu.

Dalam hal pangumpuian Stander Data Stafistk ini Pusdatin sebapgai Waldata jugs telah

membuat surat pemohcnan penyempaian SDS ke sefiap Produsen Data
Partanian. Berdzsarkan permohonan tersshu, Frodusen Data menyempaikan Usuian SOS be
Pusdatin (Kansep, Variable dan Inikator) dan diskukan pemeriksaan oleh Waldata yang
kemucian dinpu hedalam aplikasi INDAH unhu dapet diperksa oleh Pembina Data EPS.

Bukti dukung Level 3 [L3) unhukt indikalor Tinghal Kematangan Peneranan SDS, yaitu.

1. Persturan BFS Nomor 10 Tahun 2023 fentang Standar Data Statistk, pasal 2 (SDS menjadi
rujukan peryelenggaraan statictk bag instansi dam) dan pasal 3 (SDS tertin dari)

. Kepuhusan Kegala BPS Nomor 850 Tahun 2023 tertang Standar Data Stafstk Nasional
termuat dalam Lampiran A. Stendar Data Staiisti fhalaman 1832)

. Permantan 40 Tafun 2021 tentang Penyelenggarasn Satu Data Indonesia cleh Waidsts
dan Produsen Data Lingkup Kementerian Perianizn {pass] 6)




Kepka Hasil EPSS

Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun
2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024,
berisikan nilai dan predikat IPS setiap instansi
pemerintah yang menyampaikan hasil
penilaian mandiri ke BPS

Ill. TAHAPAN PENILAIAN — PELAPORAN

Nife

PEMBINAAN
STATISTIKSEKTORAL

OUTPUT EPSS

Laporan Hasil EPSS

 Salah satunya berisi rekomendasi sebagai saran dan
masukan yang diberikan BPS kepada instansi pemerintah
untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik
sektoral berdasarkan hasil EPSS.

» Disampaikan dengan surat pengantar hasil EPSS yang
ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik.

Manfaat * Bagi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah - rujukan untuk
Laporan peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral

Hasil EPSS . Bagi BPS > dasar dalam pembinaan statistik sektoral

Konten Laporan Hasil EPSS 2024

Overview EPSS Hasil EPSS 2024

= Dasar Hukum = Kegiatan Statistik Sektoral Nilai Tingkat
* Penjelasan Umum » Hasil Penilaian Kematangan
= Metodologi = Keunggulan, Kekurangan, per Indikator
= Nilai IPS Nasional dan Rekomendasi




Ill. TAHAPAN PENILAIAN — PELAPORAN

Halaman ini terisi otomatis dari aplikasi ﬂé’ﬁ

PEMBINAAN

SURAT PENGANTAR HASIL EPSS A

r 2

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Kepala Surat

Momor [ ] Jakarta, 17 September 2024 0 . .
f.fﬁ:pm B Yth. : sesuaikan penamaannya dengan pimpinan

:Hasil Evaluzsi Peny  Stafislk Sekdoral (EPSS) tertinggi di Instansi Pusat/Pemda, seperti Menteri,
vin : Kepala, Ketua, Gubernur, Bupati, Walikota, dll

di -
Tempat

Undang-Undang Nomar 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan mandat ke pada
Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal,
efektif, dan afisien. Terkait hal tersebut, dengan barpedoman pada Peraturan Badan Pusat
Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Per Statistik . BPS
telah luasi atas ggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada

Tujuan Evaluasi Penyslenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur Batan o] Tubuh

capaian kemajuan penyelenggaraan  statistk  sektoral, meningkatkan kualitas
panyelanggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang

statik pada nstansi pusat dan pemerinta mk;m;gf;g::m;m;;gmg;g Font kuning dan merah merupakan data dinamis
S e pasd EPS;-&. Indeks Pembangunan Statistk (IPS) berdasarkan hasil EPSS 2024

- tahun 2024 adalah dal dikal Rindian hasil evaluasu . . . o .
:.m.memumukpema.unpen';’;rn;flﬁ,mmmms,m,mmmpa.m Berisikan nilai dan predikat Indeks Pembangunan

sebagaimana terlampir.
Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan =

Statistik (IPS) berdasarkan hasil EPSS 2024

Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran  dalam
penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan Sistem Statistik  Nasional.
Salanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pemctatan
kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,

O3
T

Amalia Adininggar Widyasant Penutu Surat

Termbusan: Tembusan ditujukan kepada 3 K/L yang akan berbagi
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Masionalepala Bappenas; g 9 o a c
2 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformssi Birckrast; dan pakai nilai IPS, sebagaimana disebutkan dalam

3. Menteri Dalam Negeri.

Peraturan BPS Nomor 3/2022 tentang EPSS
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. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Momar 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

b. Peraturan Pemerintah Momor 51 Tahun 1899 tentang Penyelenggaraan Statistik.

. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Satu Data Indonesia.

d. Persturan Menteri Pendayagunaan Aparstur Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Megara dan Reformasi Birckrasi Momor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024.

e. Peraturan Badan Pusat Statistik Momor 3 Tahun 2022 tentang Ewvaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

PENJELASAN UMUM

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkuslitas, cepat, dam
bersgam sesusi kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelsksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik  Sekforal (EPSS) untuk mengukur fingkst kematangan
penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilsiasn yang dilakukan Badan Pusat Statistic (BPS)
secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri
untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail,
penyelenggaraan EPSS bertujuan umtuk:

a. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan
pemerintahan dasrah;

b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan
pemerintahan daerah; dan

c. menmingkatean kualitas pelayanan publik di bidang statistic pada instamsi pusat dan
pemerintahan dasrah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang
menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing
instansi pemerintah penyelenggara kegistan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan
secara umum, juga dissjikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu
indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah.
Disamping itu, IPS jugs dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data
Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

Laporan Hall
Evaluas| Peryeienggarsan Stadstk Sekoml 2028

D a0 o SN e HAEA1S S ) BT alreeds ang SRmEiSiae kA Ssk Sarikan ENivces 5], AS5K
Findalacce OR O LATyng LT MAAADn S a1k

Halaman ini terisi otomatis dari aplikasi 2&‘6’4

Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum utama yang
menjadi acuan dalam pelaksanaan
EPSS

enjela mum

Latar belakang adanya EPSS

Pengertian EPSS
Tujuan EPSS
Keluaran EPSS

PEMBINAAN
STATISTIKSEKTORAL
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. _ » Halaman ini terisi otomatis dari aplikasi ’\‘éﬂ“‘
Ewvaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
PEMBINAAN

Bl
STATISTIKSEKTORAL

METODOLOGI
EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah
k ta yang menyel L kegiatan ststistik sektoral. Penilaian EFSS

dilakukan melalui berbagsi tahapan, mencakup tshapan penilaian mandir, penilaian
dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperiukan.

EPES mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi
pemerintah yang terdiri atas & (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada

Tabel 1.
Tingkat Kematanga:a::l'\ 1I(riizelia dalam EPS5 M eto d O | O g i
Tingkat Kematangan Kriteria
Level 1 Rintisan Proses penyeie!\gga_aan statistik sekioral behum dilakukan Tah pan EPSS .
Slenseumn i Tingkat Kematangan Indikator EPSS
Level 2 Terkelola Proses penyelenggaraan statistik sekioral telah dilakukan oleh

seluruh unit kerja. namun masih menggunakan standar yang
hanya berlaku di unit kerja fu sendiri.

Lewvel 3 Terdefinisi Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi
'dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit
yang melaksanakan fungsi manajemen dan berdaku untuk
sehuruh unit kerja dalam organisasi.

Level 4 Terpadu dan Terukur  Proses penyelenggaraan stafistik seklmal telah cialnlcan
secara terpadu dan telah isi pada kinerja
Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui
lkegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses

Level 5 Oiptimum Proses penyelenggaraan statistik sekioral telah dilakukan

peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan
hasll reviu dan evahsasi.

EPS5 menghasilkan Indeks Pembangunan Stafistik dengan predikat yang disajikan dalam
Tabel 2

Tabel 2
Predikat Indeks Hasil EP5S

Hilai Predikat

42-80 Mernuzsian Predikat Hasil
35-<42 Sangat Baik
— - ] EPSS
18-<26 Cukup

<18 Kurang

Laporan Hasll
Evaluasl Penyelengparasn 3iadstk Sekoral 2024

! alskrceis g SBaeasn okt Sals Sarian Ehivces B3], BN
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.EvaluasiFenyelenggalaan Statistik Sektoral Halaman ini teriSi Otomatis dari aplikaSi ;‘

PEMBINAAN
STATISTIKSEKTORAL

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5§ domain, 18 aspek, dan 38 indikator.

ANPEN K INDICATOR

* DOMAK _—_—-s8s - m m- -
m Metacdoea Sineaek [ . Kok ersnal

Domain, Aspek, dan Indikator EPSS yang

[ T S S disajikan secara ringkas
I | -l [ B S|
e S

Catatan:
[l Domain [ Aseek Indikator

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK NASIONAL

Tabel 3
Hilai Indeks Hasil EPSS 2024 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

Jenis Instansi Pemerintah
Indeks Masional

Kementerian  LPNK '"E‘;:Si [ T ——

IPS 2,35 278 28 225 255 225 25

m;ir"snl 243 288 287 221 268 231 284 IPS NaSional

Do 237 271 276 223 238 217 241 e .

o Nilai IPS dan Indeks Domain

Bisnis Statistik 247 2,88 289 244 250 238 2,58 o oo . .

- Disajikan secara nasional dan menurut Jenis
2,32 2,80 283 228 250 2,20 248 o o

e Instansi Pemerintah

oo 220 237 240 200 280 212 235

Laporan Hasll
Evaluasl Penyeiengparasn 3:adstk Sekoml 2024
! alsireeis g SBaeasn ol Sals Sarian Ehivces B3], BE5H

RN Pnillcce O & aumpng et Ransepdn S il
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Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Sekioral 2024

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL 2024
KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL
Kegiatan statistik sekioral yang dinilai pada Kementerian Abcd adalah:

a. Kompilasi Data Kependudukan, Tahun 2023
b. Penyusunan Indeks Kekerasan Anak, Tahun 2023

HASIL PENILAIAN
Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

e H:r:aI;lan Nah:ll:ll\al h.':ﬁ.'ua"f:.:'
Domain Prinsip SDI 26% 2,60 243
Domain Kualitas Data 24% 2,60 227
Domain Proses Benis Statistk 19% 2,60 247
Domain Kelembagaan 1T% 2,60 232
Diomain Statistik Nasional 12% 2,60 220

Informasi Kegiatan Statistik Sektoral yang diinput
TPI untuk dinilaikan dalam EPSS

Halaman ini terisi otomatis dari aplikasi

PEMBINAAN
STATISTIKSEKTORAL

Nilai IPS dan Indeks Domain instansi pemerintah terkait.

Tabel yang berisikan perbandingan nilai nasional,
harapan, dan nilai hasil.

Nilai harapan adalah 2,6 (batas ambang bawah predikat
“Baik”).
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Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
Sektoral 2024

Tabel 5

Nilai Indeks Aspek

DomalnfAspek Bobot! Milal indeks

Domain Prinsip SDI

Saandar Data Statistik 25%

Metadsta Statistik 25%

Interoperabiitas Dats 25%

IKode Rederensi dan/atau Data Induk. 25%
Domain Kualitas Data

Relevansl 21%

Akurasi 16%

Aktualitas & Ketepatan Wakiu 1%

Akzesibilitas 21%

Keterbandingan & Konsistensl 21%
Domain Proses Bisnis Statistik

Perencanaan Data 32%

Pengumpulan Data 26%

Pemeriksaan Data 21%

Penyebarluasan Data 21%
Domain Kelembagaan

Profesionalitas 35%

SDOM yang Memadal dan Kapabel 30%

Pemgorgantsasian Statistik 35%
Domain Statistik Masional

Pemantaatan Data Statistik 34%

Pengelolaan Keglatan Statistik 33%

Pengustan SSN Berkelanjutan 33%

Catatan: ' Bobot aspek pembentuk indeks domain

Laporan Hasil
Evaksasi Peryolenggarman Statstk Sekioral 2024

Halaman ini terisi otomatis dari aplikasi

Berisikan nilai indeks aspek dari instansi
pemerintah terkait
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KEUNGGULAN, KEKURANGAN, DAN REKOMENDASI
1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia
Keunggulan:

Pensrapan prinsip Satu Data indonesia (SDI) di Kementerian ABC sudsh baik
Sudsh ada kebijakan SDI yang mengatur tata kelola data di Kementerian ABC,
yoang mencakup antars lain standar dats. metsdats. interoperabilitas, kode
referensi dan/atau date induk

Penerapan standar data statisti. metadata statistik. dan kode referensi dan/atay
data induk sudsh dilakukan oleh seluruh produsen data sesusi dengan yang distur
dalam Surat Edaran Menter PUPR Nomor 2/SDI2022 tentang Penerapan Prinsip
SOl di Lingkung ABC. Variabel bel yang digunakan dan
indikator-indikator yang dihasilken dari keg statistk di Her ABC
sudsh meneraspkan Standar Date Stalistk Nasional dan satu kode referensi

lll. TAHAPAN PENILAIAN — PELAPORAN

Kekurangan:

. Akurasi, dan Waktu,
il dan Ki sudsh dilskuksn oleh produsen
data, namun menggunsun standar/pedoman yang berbeda-beda

Aspek R

Kegistan penjaminan kuslitss data hasil Penyusunan Informasi Statistk Tematik
menggunskan pedomen SOP No. 1/SOP-ABC/2019 tentang Penyusunan
Publikssi Temstik, sedangksn upays penjaminan kuslitas dari Penyusunan Data

Kondisi Jalan Q! kepads Menteri ABC No 12 tahun
2020 tentang Data Jalan Nasional
Rekomendasi:
. K ABC periu Y sustu baku tentang
Aspek £ dan Waktu,

Keterbandingan dan Konsistensi
dalam setisp aspek periu didskukan reviu dan evaluasi secara berksia

Disamping itu, kegistan statistik tersabut jugs sudsh gkapi dengan

statistik sesusi dengan struktur dan format baku yang ditetapkan cleh pembina
data stetistik. Statistik yang dihasilkan jugs sudsh menggunakan kode referensi
kewilayshan dengan menerapkan bridging antara kode wilayah kerja statistk BPS
dengan kode wilaysh sdministrasi Kementerian Dalam Negeri

P mter dats sudah aleh seluruh prods dats
terkait, seboqmans yang distur dalam SOP Nomor 4/SOP-ABC/2022 tentang
interoperabilitas Dats di Kementerian ABC. serts sudsh dilskuken reviu den
evaluasi secara semesteran. Dats der seluruh kegistan statistik telsh
disebariuaskan setu pintu melalui portal data kementerian yang sudah dilengkapi
dengan web senice. Begitupula sebaliknya. portal data tersebut jugs menank data
dari bebs portal data ke lain terkait

Kekurangan:

Kementerian ABC tidak memililki kekurangan pada Domain Prinsip Satu Data
Indonesia karena seluruh aspek sudsh pads kategor Bak dan selurub indikator
berads pada tingkat kematangan terdefinisi serta terpadu dan terukur.

Rekomendasi:

Kementeriasn ABC peru r jacwal . reviu, dan secors
berkala terhadap penerapan prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dan hasi
evaluasi untuk meningkatkan kualitas secars berkesmambungan

2. Domain Kualitas Data
Keunggulan:

Pada Aspek Aksesibiitas. penyediaan format data yang beragam telah dilakukan
dalam bentuk pdf, csv. json. dan gecjson pada portal data sigi.pu.go.id sesusi
dengan SOPF Nomor 4/SOP-ABC/2022 tentang Intercpersbiites Data di
Kementerian ABC.

Eviaaul Pe apsengaras s stk e s

serta juti untuk kualitas secara berkesinambungan

. Domain Proses Bisnis Statistik

Keunggulan:

Aspek F Dsts den Aspek Penyebariuasan Deata di
Kemen(enan ABC sudsh berade pads kategori Baik. Sudsh sda standar yang
tsta cars dan peny data di gh
Kementerian ABC
Aspek F Dsta sudsh oleh seluruh produsen data

terksit. sesusi dengan SOP Nomor 38 tentang Dsts di Lingi
Kementerian ABC. Data hasil pengumpulan telsh diolah terlebih dshulu sampai
dengan dihasikan sustu indikator stafistik yang siep untuk dianalisis. Kementerian
ABC juga telsh melskukan sersngksian anslisis dari statisti yang dihasikan, guna
memberikan wawasan (inzights) dari angks statistik yang déhasilkan

F aspek peny dsts sudsh oleh seluruh p
data terksit sesusi dengan Buku Pandusn Peny Data Ki

ABC. Angka statistik telsh dissjikan dstam bentuk tabel, infografis, grafik. dan peta
tematik, serts telah dslam gei media meliputi
buku publikasi, website, poster, dan lain-lsin

Kekurangan:

Penerspan Domsin Proses Bisnis Stafistik untuk aspek perencansan dats dan
aspek dats di ABC masih berads pads kategon Cukup.
Belum terdapst standar yang i di
aspek perencanasn dsta dan aspek pengumpulan data

Penerspan sspek perencansan data terksit pendefinisian kebutuhan statistik
sudsh dilskukan dengan pedomsan yang hanya berisku di unit kerja produsen data
tertentu, sedangkan terkait desain ststistik masih belum dilakukan

ABC terksit

Evarsau Fenyeengyarass S5tstk Sanna

Tidak otomatis dari aplikasi.
TPB input pada aplikasi
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Analisis keunggulan, kekurangan, dan
rekomendasi berdasarkan hasil penilaian
EPSS

. Analisis dilakukan untuk setiap domain

Pada setiap domain, dilakukan analisis
terhadap aspek terlebih dahulu

Dilengkapi dengan penjelasan bukti dukung
untuk setiap analisis yang diberikan
Penyusunan analisis memperhatikan kriteria
tingkat kematangan dan kriteria bukti
dukung setiap indikator

. Keunggulan

Menganalisis aspek yang nilai indeksnya =
2,6 (sudah mencapai Predikat Baik) dan/atau
untuk indikator yang memiiliki tingkat
kematangan = 3 (sudah mencapai Kriteria
Terdefinisi)

. Kekurangan

Menganalisis aspek yang nilai indeksnya <
2,6 (belum mencapai Predikat Baik) dan/atau
untuk indikator yang memiiliki tingkat
kematangan < 3 (belum mencapai Kriteria
Terdefinisi)
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Tidak otomatis dari aplikasi.
TPB input pada aplikasi
aspek lan data sudsh oleh seluruh produsen dsta tersebut kan wadsh den entar peny + Peru adanya kolaborasi antara produsen data dan walidsta di Kementerian ABC
terkait, tetapi masih berdasarkan pedoman yang hanya berlaku untuk kegi keg statistik di ABC. B issu stsu hsn yang dalam pemanfaatan dats statistik, pengelolsan kegiatan statistik, dan penguatan
statistik masing-masing tidak terselesaikan dalsm forum, dimintskan konsultasi dengsn BPS sebagsi SSN berkelanjutan, Penggunaan data
Rekomendasi: Pumbins date stefiefic s Untuk memperiuas pemanfastan dats statistik yang dihasilkan, Kementerian ABC
& ic nterisn ABC periu me un proses bisnis statistik yang ndar untuk Kekurangan: periu melakukan sosialisasi dan literasi data statistik kepada pengguna.
dan dsts, yang beriaku bagi seluruh produsen dats * Walidsta di Kementerian ABC balum sebagai +  Walidata periu + ik beri kegiatan statistik
dengsn merujuk pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM). walidsts, belum dan prbdusen dala ke BPS uniuk mendapatken rekomendasi dari BPS.
« Penerapsn aspek perencanaan dats merujuk pada standar tshapan specify needs ek o 3 kegiatan statistk ini periu ditetapkan
dan design di GSBPM. Pada prinsipnya, X yang AR : Zm?rhm:‘;? yang mengikat seluruh produsen dats dan wabdata di
™ mentenan
pads kebutuhan pengg statistik Oleh karens itu. tahapan ¢ Kementenian ABC periu melakuksn reviu dan evaluasi terhadap penerspan
swal yang periu dilskukan dalam kegiatan statistik adaish P dan SOM #* Hementerian ABC peru Lak FENCans statistik yang
kebutuhan dats kepada sfakeholders terksit Tshapan selanjutnys adaish i sudah di kan, i by data melshui
Iskubk statistik metode . ¥ ABC periu dengan walkiats lain dan pembina walidata, dan melakukan kajian terhadap i big data,
sampling, metode pengumpulan dats, spikasi g dsts, alur keg ) dats statistik, serta telah dilskuksn reviu dan evaluasi secars berksia
- *  Walidats Kementerian ABC periu gas/prog eer), secara
e Penerspan sspek pengumpulan data merujuk pads standar tshap collect di keseluruhan
GSBPM. Pada tah L dan dets, pe’";eh pe:gas « Peningkstan kuslitas kolaborasi antar unit kedja di Kementerian ABC.
guna yang petugss 1
pengumpul dsta maupun petugas pengoiah dsta 5. Domain Statistik Nasional 7 . RekO men d asl
* Setelsh menyusun standar yang mengstur penerspan proses bisnis stafistic, Keunggulan: -
Kementerian ABC peru menetapksn jsdwal reviu dan evalussi secara berkala * Memberikan saran dan masukan terhadal
terhadap penerspan proses bisnis statistik dslem rangks mengukur kontribusi pada . Ku:,mw ABC bd:: memillki keunggulan :ocs Domasin Statistik Nasional ) ) : ) p
seluruh K mencep: edikst Baik
kinerja organisasi tekait peny statisti sektorsl R aspek dan/atau indikator yang nilainya
urangan: .
4. Domain Kelembagaan
e e + Penerapan Aspek Pemanfastan Datn Statistk telsh diskukan oleh produsen dats terendah pada domain tersebut, selaras
Keunggulan: sesust 9 e g dengan o9 5 o - 5 s
e Aspek profesionslitas di Kementerian ABC sudsh baik. Penjaminan Transparansi Masng-masing dengan anaIISIS yang d|tUI|S Sebagal
i Statistik. Penj itas dan Obyjektivi p Penggunsan « Penerspsn Aspek Pengelolasn Kegiatan Stetistk belum dilaksanakan oleh Kekurangan
Sumber Dats dan Metodologi serts Penjaminan Kuslitas dan Konfidensislitas Dsta seluruh produsen dsts. Produsen KW Penyusunan Informasi Statistik
teiah dilskukan berdasarkan SOP yang beriaku di Kementerian ABC Tematik telsh ya ke BPS dan sudsh . . e
+ Aspek SDM yang memadsi dan kspsbel di Kementerian ABC sudsh bak mendapatkan rekomendasi dengan nomer rekomendas K-22 0000 003, namun * Untuk indikator yang memiliki tingkat
Pemenuhan Kompetensi Sumber Dayas Manusia Bidsng Stsfistik dan Bidang dota 9 Dsts Kondisi Jalan Nasional belum . . .
Mansiemen Data telsh diskukan sehuruhnya ysitu i bidang proses keg ke BPS bekum kematangan < 3 (belum mencapai Kriteria
bisnis penyelenggarssn Stafistik Sekioral Kementerian ABC sudsh memiliki mendapatian rekomendasi dari BPS a o o . 0
fungsional staistsi dan pranata kompuier Beberaps pegawsi sudah pemsh « Pada Aspek Penguatan SSN ABC telah menyusun Terdefinisi), rekomendasi diberikan sampai
mengikuti pengembangsn SDM berups dikist teknis statistik sektoral. Disamping din pkan P P " Statistik yang fertusng dalam e :
. ads beberspe pegawsi yeng menpekan lusen juusen siststk o roscmap transfomas pusat data dn teknolog . tetapi p minimal tingkat kematangan 3 atau
Kementerian ABC. tersebut belum dilaksanakan. Penyebariuasan data masih diakukan oleh setiap . . .
s Aspek pengorgenisssian statistik di Kementerian ABC sudsh bak. Kolaborasi Produsen Dats untuk kepenting g-masing. P big dats dalam Terdefinisi.
sntsr unit kerja di di Kementerian ABC dalam penyelenggarsan kegistan statistik 9 statistik belum di K ABC
teish benslan dengan bak. serta telsh dilakukan reviu dan evslussi secars
berksls Kementerian ABC telsh membentuk Forum Sstu Dats di Lingkungsn "
Kementerian ABC yang rufin dilakssnskan minimsal 2 kali dalam setahun. Forum Rekomendasi:
Evatuns Fanyergowas Siateik Sekicm! 202 B Pesywmrgpwnon st Derkost 2 P———
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. Tingkat Kematangan Per Indikator

TINGKAT KEMATANGAN PER INDIKA

Domain

Primsip Satu
Data
Indonesia

Proses Blsnis

Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Tabel &

Aspek Indikatar Bobot'
Standar Data Tingkat Kematangan Penerapan 100%
Statistik Standar Daia Statistk (SDS)

Metadata Statistik  Tingkat Kematangan Penerapan 100%
Metadata Statistik
Ki Py 100%
Data Ineroperabilitas Data
Kode Tingkat K P Kode  100%
dan/atau Data Referensi
Inschuskc.
Relevansi Tingkat Kematangan Relevansi Data 60%
terhadap Pengguna
Tingkat Kematangan Proses A0%
|dentifikasi Kebutuhan Data
Akurasi Tingkat Kematangan Pendlatan Akurasi  100%
Data
Aktualitas & Tingkat Kematangan Penjaminan S0%
Ketepatan Wakiu  Akiualitas Dats
Tingkat Kematangan Pemantauan S0%
Ketepatan W akiu Diseminasi
Aksesibiitas Tingkat Kematangan Ketersediaan 3%
Diata untuk Pengguna Data
Tingkat Kematangan Akses Media 3%
Penyebaruasan Data
Tingkat Kematangan Penyediaan 3%
Format Data
" dingan & " Ketarbandingan o
Konsistensi Data
Tingkat Kematangan Konsistensi 50%
Statistik

§

Lapo]
Evalms Fenyslenggaraan Statistis Soid

. Tingkat Kematangan Per Indikator . Tingkat Kematangan Per Indikator
Domain Aspek indikator Bobot' Domain Aspek indlkator Bobot' Ke:r::?a’::;an
Tingkat Kematangan Desain Statistik A% mﬂamﬂu Penyusunan
Tingkat Kematangan Penyiapan 34% =
Instramen Tingkat Kematangan Penggunaan 3%
- Diate Statesti Sekioral uriuk
fan Tingkat n Proses 100% Perencanaan, Monitoring, dan
Data Pengumpiulan Data/Akuisisl Data Evaluasi, dan/atau Penyusunan
Data  Tingkat K n Py Dala  S0% Kebijakan
Tingkat Kematangan Anaksis Data 506 Tingkat Kematangan Sosialisasi dan 3%
Literasi Data Statistik
iy 1 Tingkat K r D Data 100%
Data Pengelalaan Tingkat Kematangan Pelaksanaan 100%
I ——| Keaaien Sisietk  Revomendad] Kegatan Sats
Prok Tingkat K n B 2584 Penguatan S5 Tingkat Kematangan Perencanaan 33%
Tranaparansd Informasi Statistlc L Statistik
Tingkat Kematangan Pengaminan 258 Tingkat Kematangan Penyebarluasan 33% .
Metralitas dan Objektivitas terhadag Data
Penggunaan Swumber Data Metodologi Tingkat Kematangan Pemantaatan Big 34%
Tingkat Kematangan Pendaminan 25% Data
e Catatan: ' Bobot indikator pembentuk indeks aspek
Tingkat Kematangan Pendaminan 25%
Konfidenalalitas Data
SDM yang Tingkat Kematangan Pemnerapan 50%
Memadal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kapabel Bidang Statistik
Tingkat Kematangan Pensrapan 508
Kompetensi Sumber Daya Manusia
Bidang Manajemen Data
Pengorganisasian  Tingkat Kematangan Kolaboras) 5%
Statistik Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
Tingkat Kematangan 25%
Penyelenggaraan Forem Satu Data
Indonesia
Tingkat Kematangan Holaboras| 25%
dengan Pembina Data Statistik
Tingkat Kematangan 25%
Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas
Sehagal Walidata

Hasil Penilaian Tingkat Kematangan per Indikator dari instansi pemerintah terkait
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Outcomes

® Dampak Implementasi EPSS
® Tantangan Implementasi EPSS




IPS menjadi ukuran seberapa tinggi-
rendahnya kinerja penyelenggaraan

statistik sektoral di Instansi ®<
Pemerintah dalam Sistem Statistik
Nasional

IPS sebagai ukuran outcome tingkat
keberhasilan pembinaan statistik e~
sektoral yang dilakukan oleh BPS

V. OUTCOMES — DAMPAK IMPLEMENTAS| EPSS

PENGARUH HASIL EPSS BAGI INSTANSI PEMERINTAH

"® yang dihasilkan
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PEMBINAAN
STATISTIKSEKTORAL

+ Terbangunnya kesadaran akan

pentingnya statistik bagi K/L/Pemda

* Penyusunan program kerja

pembinaan statistik sektoral yang
tepat sasaran.

K/L/Pemda menggunakan IPS
sebagai pemicu dan pemacu
peningkatan/ pengembangan proses
bisnis statistiknya untuk
meningkatkan kualitas data statistik




V. OUTCOMES — DAMPAK IMPLEMENTAS| EPSS

PERAN HASIL EPSS-INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS) 3-&9’4
DALAM MENENTUKAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS STATISTIK SEKTORAL sttt

Indikator
IndekS Evaluasi
’ Reformasi
pembinaan Pembangunan o ommas
Statistik o c
cektoral Statistik

berbasis EPSS

Unsur dalam
Asesmen Satu
Data Indonesia




IV. OUTCOMES — TANTANGAN IMPLEMENTASI EPSS

KOLABORASI UNTUK PEMBANGUNAN STATISTIK gé&
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TANTANGAN I
PENYELANGGARAAN EPSS

+ Ketatnya jadwal penilaian :

» Partisipasi Instansi Pemerintah

* Penyiapan bukti dukung oleh Instansi
Pemerintah I

« Kontribusi dan pemahaman untuk
peningkatan kualitas

diperlukan Koordinasi dan Kolaborasi
bersama dalam Penyediaan Data
Statistik yang Berkualitas
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What's next?

Diskusi langkah-langkah pembinaan dikaitkan dengan EPSS ke depan
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Terima Kasih

Sektretariat Pembinaan Statistik Sektoral
Direktorat Diseminasi Statistik
sdi@bps.go.id




